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KATA PENGANTAR 

 

Ilmu pemerintahan di Indonesia telah 

menempuh perjalanan panjang dalam 

membangun identitas keilmuan yang 

mandiri dan berwibawa. Sejak 

kelahirannya sebagai bidang kajian yang 

kerap dipandang sebagai cabang dari ilmu 

politik atau administrasi negara, ilmu 

pemerintahan terus berjuang 

menemukan jati dirinya. Ia harus 

meyakinkan komunitas akademik bahwa pemerintahan memiliki 

objek materia dan objek forma yang khas bukan sekadar irisan dari 

disiplin yang lebih mapan. Justru di tengah tantangan itulah ilmu 

pemerintahan menemukan kekuatannya: ia mampu memadukan 

perspektif kekuasaan, kewenangan, pelayanan, dan akuntabilitas 

dalam satu kerangka analisis yang utuh. 

Kehadiran buku Metode Penelitian Ilmu Pemerintahan ini 

merupakan sumbangan intelektual yang penting. Dalam lanskap 

akademik Indonesia, kebutuhan akan referensi metodologis yang 

ditulis secara eksplisit untuk konteks ilmu pemerintahan masih belum 

sepenuhnya terpenuhi. Banyak buku metode penelitian bersifat 

generik tanpa memberikan perhatian khusus pada keunikan kajian 

pemerintahan. Buku ini mengisi kekosongan tersebut dengan 

menyajikan metodologi yang berakar pada tradisi keilmuan 

pemerintahan itu sendiri. 

Kekuatan utama buku ini terletak pada pendekatannya yang 

komprehensif. Penulis membangun fondasi filosofis yang kokoh 

melalui pembahasan hakikat dan ontologi ilmu pemerintahan. Pilihan 

metodologis bukanlah keputusan teknis semata, melainkan 

konsekuensi logis dari cara pandang terhadap realitas. Pembahasan 

filsafat ilmu yang mencakup ontologi, epistemologi, dan aksiologi 
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memiliki implikasi konkret: secara ontologis, realitas pemerintahan 

bersifat multi-lapis; secara epistemologis, pendekatan positivistik dan 

interpretatif sama-sama berkontribusi; secara aksiologis, dimensi 

keadilan dan legitimasi tidak pernah terlepas dari kerja ilmiah di 

bidang ini. 

Yang patut diapresiasi khusus adalah pembahasan peran teori 

dan analisis legalistic distingsi paling mencolok dari penelitian ilmu 

pemerintahan. Kerangka hukum bukan sekadar latar belakang; ia 

adalah bagian integral dari realitas yang dikaji. Kewenangan 

pemerintah lahir dari mandat konstitusional; prosedur pengambilan 

keputusan diatur oleh norma hukum administratif; standar pelayanan 

ditetapkan melalui regulasi. Penulis berhasil menunjukkan bahwa 

analisis legalistik dan teoretis harus diintegrasikan dalam satu 

kerangka yang koheren. 

Pembahasan metode kuantitatif dan kualitatif beserta studi 

kasus disajikan secara seimbang. Metode kuantitatif berguna untuk 

mengukur kinerja pelayanan publik dan menguji hubungan 

antarvariabel kebijakan. Metode kualitatif memungkinkan peneliti 

menggali proses yang tidak tampak di permukaan bagaimana 

keputusan sesungguhnya dibuat atau bagaimana kebijakan 

menghasilkan dampak berbeda di konteks yang berlainan. 

Keseimbangan ini menunjukkan kedewasaan intelektual penulis 

dalam menyikapi perdebatan paradigmatik. 

Panduan tentang masalah penelitian dan state-of-the-art 

memberikan arahan praktis yang sangat dibutuhkan. Dalam ilmu 

pemerintahan, masalah penelitian harus bersumber dari kesenjangan 

antara das Sollen dan das Sein dalam penyelenggaraan pemerintahan. 

Buku ini juga membahas teknik pengumpulan dan analisis data 

lapangan secara operasional, termasuk tantangan unik seperti akses 

informasi yang dibatasi oleh birokrasi, informan pejabat yang 

cenderung normatif, serta aspek etika dan keamanan data. 

Buku ini merupakan bagian dari upaya membangun tradisi 

penelitian pemerintahan yang kuat di Indonesia. Kualitas tata kelola 

tidak bisa dipisahkan dari kualitas penelitian yang mendukungnya. Di 
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tengah era transformasi digital, desentralisasi, serta tuntutan 

masyarakat yang semakin kompleks, fenomena seperti e-government, 

collaborative governance, dan pelayanan berbasis data menuntut 

pendekatan penelitian yang adaptif dan inovatif. 

Buku ini tidak hanya bermanfaat bagi mahasiswa yang sedang 

menyusun skripsi, tesis, atau disertasi, tetapi juga bagi dosen 

pembimbing penelitian, peneliti yang mengkaji isu pemerintahan 

aktual, serta praktisi yang ingin mendasarkan kebijakan dan program 

mereka pada bukti ilmiah. Bagi kalangan praktisi, memahami 

metodologi penelitian berarti mampu membaca hasil penelitian 

secara kritis, menilai kualitas bukti, dan menggunakan temuan 

sebagai masukan bagi pengambilan keputusan. Dalam konteks ini, 

buku ini juga berperan sebagai jembatan antara dunia akademik dan 

dunia praktik pemerintahan. 

Akhirnya, saya mengucapkan selamat dan penghargaan 

setinggi-tingginya kepada penulis atas kerja keras dan dedikasinya. 

Semoga buku ini menjadi rujukan utama di lingkungan program studi 

ilmu pemerintahan seluruh Indonesia, memperkuat mutu karya 

ilmiah, dan mendorong lahirnya penelitian yang berdampak nyata 

bagi perbaikan tata kelola pemerintahan. Semoga Allah Subhanahu wa 

Ta’ala senantiasa memberkahi setiap upaya yang ditujukan untuk 

kebaikan ilmu pengetahuan dan kemaslahatan umat. 

 

Yogyakarta, 6 April 2026 
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PRAKATA 

 

 

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah 

Subhanahu wa Ta’ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-

Nya, sehingga buku Metode Penelitian Ilmu Pemerintahan ini dapat 

diselesaikan. Buku ini disusun sebagai rujukan yang menempatkan 

metodologi penelitian dalam kerangka kekhasan disiplin ilmu 

pemerintahan, memadukan fondasi filosofis, kerangka teoretis, 

dimensi legalistik, serta panduan teknis penelitian. 

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus 

kepada keluarga tercinta yang senantiasa mendampingi dengan 

kesabaran dan doa; rekan-rekan sejawat yang memberikan masukan 

kritis dan menjadi mitra diskusi; penerbit PT Sada Kurnia Pustaka 

beserta tim editor dan desain yang bekerja profesional; serta seluruh 

mahasiswa yang menjadi inspirasi melalui semangat mereka dalam 

menyelesaikan karya ilmiah di bidang pemerintahan. 

Penulis menyadari bahwa buku ini masih memiliki 

keterbatasan. Kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan 

demi penyempurnaan di edisi mendatang. Semoga buku ini 

bermanfaat bagi mahasiswa, dosen, peneliti, dan praktisi 

pemerintahan dalam mengembangkan penelitian yang bermutu dan 

berdampak nyata bagi perbaikan tata kelola pemerintahan di 

Indonesia. 
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BAB 1 

HAKIKAT DAN ONTOLOGI 

ILMU PEMERINTAHAN 
 

 

 

 

 

 

 

 

A. Pendahuluan 

Metode penelitian tidak dapat dipisahkan dari cara sebuah 

disiplin ilmu memahami realitas yang dikajinya. Dalam bahasa filsafat 

ilmu, cara pandang tersebut disebut ontologi: asumsi tentang “apa yang 

ada” dan “apa yang layak dijadikan objek kajian” oleh ilmu. Bab ini 

menempatkan ontologi sebagai pintu masuk karena penelitian 

pemerintahan kerap terjebak pada kebingungan batas kajian: apakah 

penelitian tentang pemerintah sama dengan penelitian politik? Apakah 

studi tentang birokrasi otomatis menjadi administrasi publik? Atau, 

apakah semua kajian tentang negara dapat disebut ilmu pemerintahan? 

Kebingungan batas tersebut bukan semata persoalan terminologi. 

Ia berdampak langsung pada pilihan teori, desain penelitian, jenis data 

yang dianggap sahih, hingga cara menarik kesimpulan. Seorang peneliti 

yang memandang pemerintahan terutama sebagai arena perebutan 

kekuasaan, misalnya, akan cenderung fokus pada aktor, kontestasi, dan 

strategi politik. Sebaliknya, peneliti yang memandang pemerintahan 

sebagai mekanisme penyelenggaraan urusan publik akan menekankan 

desain kelembagaan, proses pengambilan keputusan, pelaksanaan 

kebijakan, dan kualitas pelayanan publik. 
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Ilmu pemerintahan di Indonesia berkembang sebagai disiplin 

yang memiliki titik berat khas. Banyak literatur menegaskan bahwa ilmu 

pemerintahan bukan sekadar cabang dari ilmu politik, melainkan disiplin 

yang mempelajari pemerintahan sebagai proses “mengemudikan” 

kehidupan bersama melalui kewenangan yang sah dan orientasi 

pelayanan bagi warga (Ndraha, 2003; Syafiie, 2022). Dalam kerangka ini, 

hubungan antara yang memerintah dan yang diperintah antara 

pemerintah dan rakyat menjadi pusat analisis. 

Bab ini membahas hakikat (nature) dan ontologi ilmu 

pemerintahan, termasuk objek materia dan objek forma, konsep kunci, 

serta pembedaan dengan disiplin serumpun. Dengan fondasi ini, bab-bab 

berikutnya mengenai filsafat ilmu, perumusan masalah, teori, dan 

metode penelitian kuantitatif-kualitatif dapat dipahami sebagai 

perangkat yang konsisten dengan karakter keilmuan pemerintahan. 

 

 

B. Ilmu Pemerintahan sebagai Disiplin Ilmu 

1. Pengertian Ilmu Pemerintahan 

Secara sederhana, ilmu pemerintahan dapat dipahami sebagai 

ilmu yang mempelajari bagaimana urusan publik diselenggarakan oleh 

institusi yang memiliki kewenangan memerintah, serta bagaimana 

kewenangan tersebut digunakan untuk mencapai tujuan kolektif melalui 

kebijakan dan pelayanan publik. Dalam tradisi Indonesia, sejumlah 

sarjana menekankan bahwa ilmu pemerintahan menyoroti relasi antara 

pemerintah (yang memerintah) dan rakyat/warga (yang diperintah) 

sebagai relasi kewenangan sekaligus relasi pelayanan (Ndraha, 2003; 

Wasistiono & Simangunsong, 2015). 

Pengertian tersebut perlu dibedakan dari pemahaman sehari-

hari. Dalam percakapan umum, istilah “pemerintah” sering dipersempit 

menjadi “penguasa” atau “aparatur.” Dalam konteks keilmuan, 

pemerintah (government) merujuk pada aktor dan lembaga yang secara 

sah memegang kewenangan untuk membuat keputusan yang mengikat, 

mengalokasikan sumber daya publik, serta memastikan kepatuhan 

melalui perangkat hukum dan kebijakan. Sementara itu, “pemerintahan” 
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(governance dalam arti luas, atau governing dalam arti proses) merujuk 

pada keseluruhan proses penyelenggaraan urusan publik: perumusan 

tujuan, pembuatan keputusan, pelaksanaan, pengawasan, hingga 

evaluasi. 

Syafiie (2022) menyatakan bahwa ilmu pemerintahan telah 

berkembang sebagai disiplin yang berdiri sendiri, keluar dari bayang-

bayang ilmu politik, ilmu negara, maupun administrasi negara. 

Penegasan ini penting bukan untuk memisahkan disiplin secara kaku, 

melainkan untuk menegaskan sudut pandang khas: pemerintahan 

dipelajari sebagai praktik dan sistem penyelenggaraan kepentingan 

umum, bukan semata sebagai persaingan kekuasaan atau sebagai 

manajemen organisasi publik. 

Taliziduhu Ndraha memperkenalkan gagasan kybernology 

(kybernologi) sebagai upaya merekonstruksi ilmu pemerintahan. 

Kybernology berangkat dari akar kata Yunani “kybernan” yang berarti 

mengemudikan/menakhodai; pemerintahan dipahami sebagai aktivitas 

mengemudikan sistem sosial untuk mencapai arah tertentu, dengan 

memadukan aspek kekuasaan, kewenangan, serta pelayanan (Ndraha, 

2003). Perspektif ini menekankan bahwa pemerintahan bukan sekadar 

mesin birokrasi, tetapi sistem hidup yang dinamis: ada tujuan, ada nilai, 

ada konflik, ada adaptasi, dan ada konsekuensi kebijakan bagi warga. 

 

2. Ruang Lingkup Kajian Ilmu Pemerintahan 

Ruang lingkup ilmu pemerintahan dapat dipetakan setidaknya 

pada empat ranah besar: (1) struktur dan kelembagaan pemerintahan; 

(2) proses pemerintahan (governing process); (3) fungsi pemerintahan; 

dan (4) hubungan pemerintahan dengan lingkungan sosial, ekonomi, 

budaya, serta hukum. 

Pertama, ranah struktur dan kelembagaan mencakup kajian 

tentang sistem pemerintahan, pembagian kekuasaan, organisasi 

pemerintah, hubungan antar lembaga (eksekutif, legislatif, yudikatif), 

hubungan pusat-daerah, serta desain kelembagaan pada level lokal 

(kecamatan, desa/kelurahan). Di sini ilmu pemerintahan memeriksa 

apakah desain kelembagaan menghasilkan koordinasi yang efektif, 

akuntabilitas yang jelas, dan pelayanan yang responsif. 
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Kedua, ranah proses pemerintahan mengkaji bagaimana 

keputusan publik dibuat dan dijalankan: proses perencanaan, 

penyusunan anggaran, pembuatan kebijakan, implementasi program, 

koordinasi antar perangkat daerah, mekanisme pengaduan, hingga 

evaluasi kinerja. Dalam ranah ini, perhatian diberikan pada “bagaimana” 

pemerintahan bekerja, bukan hanya “siapa” yang berkuasa. 

Ketiga, ranah fungsi pemerintahan mencakup fungsi regulasi 

(membuat aturan), fungsi pelayanan (memberikan layanan publik), 

fungsi pembangunan (developmental), fungsi perlindungan (security and 

safety), dan fungsi pemberdayaan (empowerment). Perubahan sosial dan 

tuntutan warga membuat bobot fungsi-fungsi tersebut dapat bergeser; 

misalnya, era digital mendorong fungsi pelayanan dan koordinasi lintas 

aktor menjadi semakin menonjol melalui layanan berbasis data dan 

platform. 

Keempat, ranah hubungan pemerintahan dengan lingkungan 

mencakup kajian tentang pengaruh nilai budaya, struktur sosial, kondisi 

ekonomi, dinamika politik, serta kerangka hukum terhadap 

penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintahan tidak berjalan di ruang 

hampa; kebijakan yang sama dapat menghasilkan kinerja berbeda karena 

kapasitas aparatur, jaringan aktor, dan konteks lokal yang berbeda. 

Dengan ruang lingkup yang luas tersebut, ilmu pemerintahan 

bersifat interdisipliner. Ia memanfaatkan temuan sosiologi (misalnya 

tentang organisasi dan perilaku), ekonomi (misalnya tentang insentif dan 

pengalokasian sumber daya), hukum (misalnya tentang kewenangan dan 

prosedur), serta ilmu politik (misalnya tentang representasi dan 

legitimasi). Namun, interdisipliner bukan berarti tanpa identitas. 

Identitas ilmu pemerintahan terletak pada fokusnya pada 

penyelenggaraan urusan publik melalui kewenangan yang sah, yang pada 

akhirnya dinilai dari dampaknya bagi warga. 

 

3. Posisi Ilmu Pemerintahan dalam Rumpun Ilmu Sosial 

Dalam rumpun ilmu sosial, ilmu pemerintahan menempati posisi 

yang beririsan dengan ilmu politik dan administrasi publik. 

Perbedaannya terutama terletak pada titik berat: ilmu politik banyak 

mengkaji kekuasaan sebagai fenomena sosial-politik, seperti kompetisi 
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elite, partai politik, pemilu, dan perilaku memilih. Administrasi publik 

banyak mengkaji manajemen organisasi publik dan implementasi 

kebijakan, seperti manajemen SDM aparatur, reformasi birokrasi, desain 

pelayanan, dan kinerja organisasi. 

Ilmu pemerintahan berada di antara keduanya: ia mengkaji 

bagaimana kewenangan politik diterjemahkan menjadi tindakan 

pemerintahan yang mengikat dan melayani; bagaimana keputusan 

kolektif diproduksi, dijalankan, dan dipertanggungjawabkan. Dengan 

kata lain, ilmu pemerintahan memeriksa “rantai pemerintahan” 

(governing chain) dari legitimasi (mandat) menuju kebijakan, 

pelaksanaan, pelayanan, hingga akuntabilitas. 

Posisi ini penting untuk metodologi penelitian. Penelitian 

pemerintahan tidak cukup berhenti pada analisis kontestasi politik, dan 

tidak cukup pula hanya mengukur efisiensi administrasi. Penelitian 

pemerintahan perlu mampu menjelaskan hubungan sebab-akibat atau 

hubungan makna (tergantung paradigma) antara keputusan pemerintah, 

perilaku aparatur, respons warga, serta perubahan kondisi publik. 

 

 

C. Objek Materia dan Objek Forma Ilmu Pemerintahan 

Pembahasan ontologi biasanya dimulai dengan pertanyaan: “Apa 

yang sebenarnya dikaji oleh ilmu pemerintahan?” Untuk menjawabnya, 

tradisi filsafat ilmu membedakan antara objek materia dan objek forma. 

Pembedaan ini membantu peneliti memahami batas wilayah kajian 

sekaligus sudut pandang khas yang digunakan ilmu tersebut. 

1. Memahami Konsep Objek Materia dan Objek Forma 

Objek materia adalah “bahan mentah” realitas yang dapat dikaji 

oleh berbagai disiplin. Misalnya, negara, kebijakan publik, birokrasi, atau 

perilaku warga dapat menjadi objek materia bagi ilmu politik, sosiologi, 

ekonomi, hukum, administrasi publik, maupun ilmu pemerintahan. 

Karena bersifat lintas disiplin, objek materia saja tidak cukup untuk 

menandai identitas sebuah ilmu. 

Objek forma adalah sudut pandang, fokus, atau aspek tertentu 

dari objek materia yang disoroti sehingga suatu disiplin memiliki 

kekhasan. Dengan objek forma, disiplin menentukan pertanyaan 
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khasnya, konsep kuncinya, dan cara membangun penjelasan. Pembedaan 

ini menegaskan bahwa ilmu pemerintahan tidak “mengklaim” monopoli 

atas negara atau birokrasi, tetapi memiliki cara khas untuk melihatnya: 

sebagai arena dan mekanisme penyelenggaraan kewenangan yang sah 

untuk melayani urusan publik (Ndraha, 2003; Wasistiono & 

Simangunsong, 2015). 

 

2. Objek Materia Ilmu Pemerintahan 

Dalam banyak literatur pemerintahan Indonesia, objek materia 

ilmu pemerintahan sering dikaitkan dengan negara dan pemerintahan 

sebagai organisasi terbesar yang mengelola urusan publik, termasuk 

perangkat kelembagaan, sumber daya, dan aturan main yang mengikat 

warga (Ndraha, 2003; Syafiie, 2022). Negara di sini dipahami bukan 

hanya sebagai wilayah, tetapi sebagai organisasi kekuasaan yang 

memiliki legitimasi untuk menetapkan keputusan mengikat dan 

memaksa dalam kerangka hukum. 

Namun, perkembangan konsep governance mengingatkan bahwa 

penyelenggaraan urusan publik tidak selalu dilakukan oleh pemerintah 

sendirian. Banyak urusan publik diselenggarakan melalui jejaring aktor: 

pemerintah, masyarakat sipil, sektor privat, komunitas lokal, dan bahkan 

aktor internasional. Dalam konteks ini, objek materia ilmu pemerintahan 

dapat diperluas menjadi “urusan publik” dan “tata kelola” (governance) 

yang melibatkan pemerintah sebagai aktor kunci, tetapi tidak tunggal. 

Di Indonesia, perluasan objek materia ini tampak pada isu-isu 

seperti kolaborasi penanganan bencana, kemitraan layanan kesehatan, 

pengelolaan sampah berbasis komunitas, hingga digitalisasi layanan 

melalui platform yang melibatkan penyedia teknologi. Ilmu 

pemerintahan tetap relevan karena ia menyoroti bagaimana kewenangan 

pemerintah digunakan untuk mengatur kolaborasi, menetapkan standar, 

memastikan perlindungan hak warga, dan menjaga akuntabilitas. 

 

3. Objek Forma Ilmu Pemerintahan 

Objek forma ilmu pemerintahan dapat dirumuskan sebagai relasi 

antara yang memerintah dan yang diperintah, khususnya mengenai 

penggunaan kewenangan (authority) yang sah untuk mengarahkan, 
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mengatur, dan melayani urusan publik. Relasi ini mencakup mandat 

(legitimasi), pembuatan keputusan, pelaksanaan, serta 

pertanggungjawaban. Oleh karena itu, ilmu pemerintahan menempatkan 

“kewenangan dan pelayanan” sebagai dua sisi yang tidak terpisahkan 

(Ndraha, 2003). 

Dengan objek forma tersebut, fokus ilmu pemerintahan bukan 

semata “siapa berkuasa”, melainkan “bagaimana kewenangan 

dijalankan” dan “untuk tujuan publik apa.” Kualitas pemerintahan dinilai 

dari sejauh mana kewenangan digunakan secara sah, adil, efektif, dan 

menghasilkan layanan serta kebijakan yang menjawab kebutuhan warga. 

Aspek normatif (misalnya keadilan, kepatutan, dan etika pelayanan) dan 

aspek empirik (misalnya kinerja, responsivitas, kepatuhan warga) 

bertemu di sini. 

Objek forma juga menjelaskan mengapa penelitian pemerintahan 

sering menuntut perhatian pada dimensi legalistik (aturan perundang-

undangan) sekaligus dimensi sosial (perilaku aktor dan respons warga). 

Kewenangan selalu melekat pada norma hukum dan prosedur, 

sedangkan implementasi kewenangan terjadi dalam realitas sosial yang 

penuh keterbatasan kapasitas, konflik kepentingan, dan keragaman 

konteks. 

Tabel 1.1. Pembedaan Objek Materia dan Objek Forma Ilmu 

Pemerintahan 

Aspek Objek Materia Objek Forma 

Pengertian Realitas/bahan kajian 

yang dapat diteliti oleh 

banyak disiplin 

(misalnya: negara, 

kebijakan publik, 

birokrasi, pelayanan 

publik, tata kelola). 

Sudut pandang khas ilmu 

pemerintahan terhadap objek 

materia: relasi pemerintah–

rakyat dalam penggunaan 

kewenangan yang sah untuk 

menyelenggarakan urusan 

publik dan pelayanan. 

Pertanyaan 

kunci 

Fenomena apa yang 

terjadi dalam 

penyelenggaraan urusan 

publik? 

Bagaimana kewenangan 

dijalankan; bagaimana 

keputusan dibuat dan 

dipertanggungjawabkan; 

bagaimana dampaknya bagi 

warga? 
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Aspek Objek Materia Objek Forma 

Unit analisis 

yang lazim 

Lembaga pemerintah, 

program/kebijakan, 

aparatur, 

warga/penerima layanan, 

jejaring aktor tata kelola. 

Proses governing, mekanisme 

kewenangan, praktik 

pelayanan, relasi akuntabilitas, 

serta interaksi pemerintah–

warga. 

Konsekuensi 

bagi 

penelitian 

Menentukan bidang isu 

(misalnya desa, kota, 

kebencanaan, kesehatan 

publik). 

Menentukan fokus analisis 

(misalnya legitimasi, 

kewenangan, pelayanan, 

akuntabilitas) serta memilih 

teori/pisau analisis yang tepat. 

Sumber: diolah penulis 

 

 

D. Hakikat Pemerintahan: Kekuasaan, Kewenangan, dan 

Legitimasi 

Jika objek forma ilmu pemerintahan berpusat pada relasi 

kewenangan dan pelayanan, maka konsep dasar yang perlu dipahami 

adalah perbedaan antara kekuasaan (power), kewenangan (authority), 

dan legitimasi (legitimacy). Ketiga konsep ini membentuk fondasi untuk 

menilai apakah tindakan pemerintah hanya “mampu memaksa” atau 

benar-benar “berhak memerintah” dan “layak dipercaya” oleh warga. 

1. Kekuasaan dan Kewenangan: dari kemampuan memaksa ke 

hak memerintah 

Kekuasaan pada dasarnya adalah kemampuan memengaruhi 

perilaku pihak lain, baik melalui persuasi, insentif, maupun paksaan. 

Dalam kehidupan sosial, kekuasaan dapat lahir dari banyak sumber: 

kekayaan, status sosial, kontrol informasi, jaringan, atau kekuatan fisik. 

Namun, tidak semua kekuasaan otomatis sah untuk digunakan dalam 

penyelenggaraan urusan publik. 

Kewenangan adalah kekuasaan yang memperoleh pengakuan 

sebagai sah (legitimate power). Kewenangan melekat pada jabatan, 

lembaga, dan prosedur yang diatur oleh hukum dan norma politik. Dalam 

negara modern, kewenangan pemerintah dibatasi sekaligus diberi dasar 

oleh konstitusi, peraturan perundang-undangan, serta mandat 
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demokratis. Karena itu, membahas pemerintahan berarti membahas 

praktik penggunaan kewenangan: siapa berwenang melakukan apa, 

melalui prosedur apa, dan dengan batasan apa. 

Dalam praktik, kekuasaan dan kewenangan sering bertemu. 

Pemerintah yang memiliki kewenangan formal tetap membutuhkan 

kapasitas (sumber daya, aparatur, data) agar kewenangannya efektif. 

Sebaliknya, kekuasaan tanpa kewenangan dapat menghasilkan 

pemerintahan yang koersif dan tidak akuntabel. Ilmu pemerintahan 

mempelajari ketegangan ini, misalnya ketika kebijakan dibentuk tanpa 

partisipasi warga atau ketika kewenangan disalahgunakan untuk 

kepentingan sempit. 

 

2. Legitimasi dan Kepatuhan Warga 

Legitimasi merujuk pada penerimaan warga terhadap hak 

pemerintah untuk memerintah. Legitimasi dapat bersumber dari 

berbagai dasar, misalnya legal-rasional (berdasarkan aturan formal), 

tradisional (berdasarkan adat), atau karismatik (berdasarkan kualitas 

pribadi pemimpin). Dalam pemerintahan demokratis modern, legitimasi 

legal-rasional dan legitimasi demokratis (mandat melalui pemilihan) 

menjadi sangat penting. 

Legitimasi berperan langsung dalam kepatuhan (compliance). 

Ketika warga memandang pemerintah sah dan bertindak adil, kepatuhan 

tidak selalu membutuhkan paksaan; warga cenderung patuh karena 

merasa aturan itu wajar dan prosesnya dapat dipertanggungjawabkan. 

Sebaliknya, ketika legitimasi menurun misalnya karena korupsi, 

diskriminasi, atau pelayanan publik yang buruk biaya kepatuhan 

meningkat dan pemerintah cenderung mengandalkan kontrol koersif. 

Di sinilah hubungan antara legitimasi dan pelayanan publik 

menjadi nyata. Pelayanan publik yang berkualitas tidak hanya 

menghasilkan kepuasan pengguna layanan, tetapi juga memperkuat 

kepercayaan (trust) dan legitimasi. Dalam banyak kasus, pengalaman 

warga saat mengurus layanan dasar (administrasi kependudukan, 

perizinan, kesehatan, pendidikan) menjadi “wajah” pemerintah yang 

paling dekat dan paling menentukan penilaian warga terhadap negara. 
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3. Akuntabilitas sebagai Jembatan Kewenangan dan Pelayanan 

Akuntabilitas adalah kewajiban pemerintah untuk menjelaskan, 

mempertanggungjawabkan, dan menerima konsekuensi atas tindakan 

serta penggunaan sumber daya publik. Akuntabilitas bekerja sebagai 

jembatan antara kewenangan dan pelayanan: kewenangan memberi 

pemerintah hak bertindak, sedangkan akuntabilitas memastikan 

tindakan itu tetap berada dalam koridor tujuan publik. 

Dalam praktik pemerintahan, akuntabilitas berlapis: 

akuntabilitas politik (kepada warga melalui mekanisme pemilu dan 

representasi), akuntabilitas administratif (kepada atasan dan sistem 

pengawasan internal), akuntabilitas hukum (kepada lembaga peradilan 

dan aturan perundang-undangan), serta akuntabilitas sosial (kepada 

masyarakat melalui media, organisasi masyarakat sipil, dan mekanisme 

pengaduan). Penelitian pemerintahan sering mengkaji bagaimana lapis-

lapis akuntabilitas ini bekerja atau justru gagal bekerja di tingkat pusat 

maupun daerah. 

Dengan kerangka ini, ilmu pemerintahan tidak cukup hanya 

menilai “apakah program berjalan”, tetapi juga “mengapa berjalan” 

(mekanisme kewenangan dan koordinasi), “bagi siapa berjalan” 

(kelompok sasaran), dan “dengan biaya sosial apa” (keadilan, akses, serta 

dampak bagi kelompok rentan). 

 

 

E. Pemerintahan sebagai Pelayanan Publik dan Produksi 

Nilai Publik 

Salah satu pembeda penting ilmu pemerintahan dengan disiplin 

sosial lain adalah penekanan pada orientasi pelayanan. Dalam perspektif 

pemerintahan demokratis, pemerintah bukan hanya pemegang 

kewenangan, melainkan pengemban amanat untuk memenuhi hak-hak 

dasar warga dan menyelenggarakan kepentingan umum. Orientasi ini 

membuat kajian pemerintahan selalu berhadapan dengan pertanyaan 

normatif sekaligus empirik: pelayanan publik seperti apa yang adil; 

bagaimana mengukurnya; dan bagaimana memperbaikinya. 
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Di Indonesia, pelayanan publik bukan isu periferal, melainkan 

bagian dari mandat negara. Negara dipahami sebagai penyelenggara 

pelayanan dasar dan pelindung warga. Karena itu, kualitas pelayanan 

publik menjadi indikator konkret bagi “hadirnya” negara. Warga 

mungkin tidak setiap hari berinteraksi dengan parlemen atau pengadilan, 

tetapi mereka berinteraksi dengan layanan administrasi, sekolah, 

puskesmas, perizinan usaha, dan layanan sosial. Pengalaman layanan 

inilah yang sering membentuk persepsi warga tentang pemerintahan 

yang baik atau buruk. 

1. Pelayanan Publik sebagai Ukuran Kinerja Pemerintahan 

Pelayanan publik dapat dipahami sebagai rangkaian aktivitas 

pemerintah dalam menyediakan barang/jasa publik maupun layanan 

administratif kepada warga, dengan standar tertentu yang menjamin 

akses, kepastian waktu, kepastian biaya, serta perlakuan yang adil. 

Pelayanan publik tidak terbatas pada pelayanan administratif (misalnya 

KTP, izin usaha, sertifikat tanah), tetapi juga layanan dasar seperti 

pendidikan, kesehatan, air bersih, dan perlindungan sosial. 

Dalam penelitian pemerintahan, pelayanan publik dapat 

dianalisis dari berbagai dimensi: (a) kualitas layanan (ketepatan waktu, 

ketepatan prosedur, keramahan, kemudahan akses); (b) pemerataan dan 

keadilan akses (siapa yang terlayani dan siapa yang tertinggal); (c) 

kapasitas organisasi layanan (SDM, anggaran, infrastruktur, sistem 

informasi); (d) integritas dan anti-korupsi (pungutan liar, konflik 

kepentingan); serta (e) mekanisme pengaduan dan perbaikan 

berkelanjutan. 

Indikator-indikator tersebut membantu peneliti melihat 

pelayanan publik sebagai fenomena pemerintahan: bukan sekadar 

masalah teknis, melainkan cerminan desain kewenangan, budaya 

organisasi, kepemimpinan, dan akuntabilitas. Misalnya, layanan 

perizinan yang lambat bisa disebabkan oleh tumpang tindih kewenangan 

antar dinas, prosedur yang berlebihan, atau insentif informal yang 

mendorong praktik rente. 

 

2. Dari Output ke Nilai Publik 

Dalam literatur administrasi dan pemerintahan modern, ukuran 

keberhasilan pemerintah tidak hanya dilihat dari output (berapa banyak 
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layanan diberikan), tetapi dari outcome dan nilai publik (public value): 

perubahan apa yang dirasakan warga dan manfaat kolektif apa yang 

dihasilkan. Konsep nilai publik menekankan bahwa tindakan pemerintah 

seharusnya menghasilkan manfaat yang diakui publik, seperti 

meningkatnya rasa aman, meningkatnya akses layanan, menurunnya 

ketimpangan, atau meningkatnya kualitas lingkungan hidup. 

Kerangka nilai publik menuntut peneliti untuk menghubungkan 

keputusan pemerintahan dengan dampak yang lebih luas. Misalnya, 

program penataan PKL bukan hanya soal penertiban (output), tetapi juga 

soal dampak terhadap mata pencaharian, ketertiban kota, serta relasi 

pemerintah–warga. Dalam konteks ini, penelitian pemerintahan dapat 

menggabungkan analisis kebijakan, analisis sosial-ekonomi, serta 

analisis legitimasi dan partisipasi. 

 

3. Pergeseran Paradigma: Memerintah, Mengelola, dan Melayani 

Perkembangan praktik pemerintahan menunjukkan adanya 

pergeseran paradigma. Pada satu sisi, terdapat paradigma administratif 

yang menekankan hierarki, aturan, dan kepatuhan prosedural. Pada sisi 

lain, muncul paradigma manajerial yang menekankan efisiensi, kinerja, 

dan inovasi layanan. Lebih lanjut, berkembang paradigma pelayanan 

publik dan tata kelola kolaboratif yang menekankan demokrasi, 

partisipasi warga, serta kerja bersama lintas aktor. 

Bagi ilmu pemerintahan, pergeseran paradigma ini penting 

karena mengubah cara memandang relasi pemerintah–rakyat. 

Pemerintahan yang semula dipahami sebagai “command and control” 

bergeser menuju model yang lebih responsif, transparan, dan berbasis 

kebutuhan pengguna layanan. Pemerintah tidak cukup “mengatur dari 

atas”, tetapi perlu mendengar, bernegosiasi, dan membangun kolaborasi 

untuk menyelesaikan masalah publik yang kompleks (misalnya 

kemiskinan, banjir, stunting, pengangguran). 
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Tabel 1.2. Pergeseran Orientasi Pemerintahan: Dari 

Kepatuhan Prosedur ke Nilai Publik 

Dimensi Pendekatan 
Birokratik 

Pendekatan 
Manajerial 

Pendekatan 
Pelayanan & 
Tata Kelola 

Orientasi utama Kepatuhan 
aturan dan 
prosedur 

Efisiensi dan 
kinerja 
organisasi 

Pemenuhan 
kebutuhan 
warga dan nilai 
publik 

Relasi 
pemerintah–
warga 

Warga sebagai 
objek/yang 
diatur 

Warga sebagai 
pelanggan 
layanan 

Warga sebagai 
warga negara 
(citizen) dan 
mitra 
kolaborasi 

Ukuran 
keberhasilan 

Tertib 
administrasi, 
kepatuhan 
prosedur 

Output, target 
kinerja, biaya 
satuan 

Outcome, 
keadilan akses, 
kepercayaan 
publik, dampak 
sosial 

Instrumen 
dominan 

Regulasi, 
hierarki, kontrol 

Manajemen 
kinerja, SOP, 
inovasi proses 

Partisipasi, 
transparansi, 
kolaborasi, 
akuntabilitas 
sosial 

Sumber: diolah penulis 

 

 

F. Konsep Kunci dan Unit Analisis dalam Ilmu 

Pemerintahan 

Agar penelitian pemerintahan memiliki arah yang jelas, peneliti 

perlu memahami konsep kunci yang lazim digunakan dalam literatur 

pemerintahan serta menentukan unit analisis yang tepat. Unit analisis 

adalah “apa” yang diteliti (misalnya organisasi, kebijakan, program, 

jejaring aktor, atau interaksi layanan), sedangkan konsep adalah 

“bagaimana” peneliti memberi makna dan mengukur fenomena yang 

diteliti. 

1. Konsep-Konsep Kunci dalam Kajian Pemerintahan 

Beberapa konsep kunci yang sering muncul dalam kajian 

pemerintahan antara lain: pemerintah, pemerintahan, negara, 

kewenangan, legitimasi, kebijakan publik, pelayanan publik, birokrasi, 
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desentralisasi, partisipasi, transparansi, akuntabilitas, kapasitas 

pemerintahan (state/government capacity), serta kinerja pemerintahan 

(government performance). 

Konsep-konsep tersebut tidak hanya definisi kamus. Dalam 

penelitian, konsep harus dioperasionalkan: diturunkan menjadi 

indikator atau kategori analisis yang dapat diamati. Misalnya, konsep 

“akuntabilitas” dapat dioperasionalkan melalui indikator keterbukaan 

informasi, keberadaan mekanisme pengaduan, kualitas pengawasan 

internal, atau keterlacakan keputusan. Konsep “kapasitas” dapat 

dioperasionalkan melalui indikator kompetensi SDM, dukungan 

anggaran, sistem informasi, dan kemampuan koordinasi lintas unit. 

Pengoperasionalan konsep ini akan dibahas lebih lanjut pada 

bab-bab metode kuantitatif dan kualitatif. Namun, penting dipahami 

sejak awal bahwa ontologi ilmu pemerintahan mengarahkan konsep 

mana yang relevan: karena fokusnya pada kewenangan dan pelayanan, 

konsep seperti legitimasi, akuntabilitas, dan kualitas pelayanan menjadi 

sangat sentral. 

 

2. Level Analisis: Mikro, Meso, dan Makro 

Fenomena pemerintahan dapat dianalisis pada beberapa level. 

Level mikro berfokus pada individu dan interaksi langsung, misalnya 

perilaku aparatur layanan, pengalaman warga saat mengurus dokumen, 

atau praktik kepemimpinan seorang kepala desa. Level meso berfokus 

pada organisasi dan jejaring, misalnya koordinasi antar dinas, desain 

proses layanan terpadu, atau kolaborasi pemerintah dengan organisasi 

masyarakat. Level makro berfokus pada sistem dan kebijakan luas, 

misalnya desentralisasi, reformasi birokrasi nasional, atau perubahan 

sistem pelayanan berbasis digital. 

Pemilihan level analisis tidak bersifat hierarkis; ia harus sesuai 

dengan pertanyaan penelitian. Penelitian tentang “mengapa warga 

enggan menggunakan layanan daring” lebih tepat dianalisis pada level 

mikro-meso. Sementara penelitian tentang “dampak desentralisasi fiskal 

terhadap kualitas layanan kesehatan antar daerah” cenderung berada 

pada level makro. 
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Tabel 1.3. Level Analisis dalam Penelitian Pemerintahan 

Level Analisis Fokus Contoh Unit 
Analisis/Topik 

Mikro Aktor individu dan 
interaksi layanan 

Perilaku aparatur front 
office; pengalaman 
warga; praktik 
kepemimpinan kepala 
desa 

Meso Organisasi dan 
jejaring tata kelola 

Koordinasi antar dinas; 
unit layanan terpadu; 
kolaborasi pemerintah–
komunitas 

Makro Sistem pemerintahan 
dan kebijakan luas 

Desentralisasi; 
reformasi birokrasi; 
sistem perencanaan dan 
penganggaran; digital 
government 

Sumber: diolah penulis 

 

3. Menentukan Unit Analisis secara Tepat 

Kesalahan umum dalam penelitian pemerintahan adalah 

mencampuradukkan unit analisis. Misalnya, peneliti ingin menilai 

“kinerja pemerintah daerah”, tetapi data yang dikumpulkan hanya dari 

beberapa aparatur pada satu dinas. Secara metodologis, ini menimbulkan 

masalah generalisasi karena unit analisis sebenarnya adalah “dinas” atau 

“organisasi layanan”, bukan “pemerintah daerah” secara keseluruhan. 

Unit analisis harus dinyatakan secara eksplisit dalam proposal 

penelitian. Jika penelitian menilai kebijakan, unit analisisnya bisa berupa 

dokumen kebijakan dan proses implementasinya. Jika penelitian menilai 

relasi pemerintah–warga, unit analisisnya bisa berupa interaksi layanan, 

mekanisme partisipasi, atau forum musyawarah. Pernyataan unit analisis 

yang jelas akan memandu pemilihan metode pengumpulan data, teknik 

analisis, serta batas kesimpulan. 

 

G. Distingsi Ilmu Pemerintahan dengan Ilmu Politik dan 

Administrasi Publik 

Pembeda antara disiplin tidak selalu tegas; kenyataannya, 

ketiganya sering saling meminjam konsep dan metode. Namun, 



 

16 | Metode Penelitian Ilmu Pemerintahan 

pembedaan tetap penting agar peneliti tidak keliru menempatkan fokus 

dan kontribusi penelitian. Ilmu pemerintahan, ilmu politik, dan 

administrasi publik dapat dibedakan melalui fokus pertanyaan, objek 

forma, serta tujuan analisis. 

1. Ilmu Politik: Kekuasaan dan Proses Politik 

Ilmu politik pada umumnya memusatkan perhatian pada 

kekuasaan: bagaimana kekuasaan diperoleh, dipertahankan, 

didistribusikan, dan diperebutkan. Unit analisisnya dapat berupa partai 

politik, sistem pemilu, perilaku memilih, elite politik, gerakan sosial, atau 

proses pembuatan keputusan dalam lembaga politik. Pertanyaan 

kuncinya sering berkisar pada representasi, konflik kepentingan, 

ideologi, serta dinamika institusi politik. 

Kajian ilmu politik sangat relevan bagi pemerintahan karena 

legitimasi pemerintah sering lahir dari proses politik (misalnya pemilu). 

Namun, ketika fokus penelitian berpindah pada bagaimana keputusan 

dilaksanakan, bagaimana layanan diberikan, dan bagaimana kewenangan 

bekerja sehari-hari, maka fokusnya cenderung masuk ke ranah ilmu 

pemerintahan atau administrasi publik. 

 

2. Administrasi Publik: Manajemen Organisasi Publik dan 

Implementasi Kebijakan 

Administrasi publik umumnya memusatkan perhatian pada 

pengelolaan organisasi publik dan implementasi kebijakan. Ia mengkaji 

bagaimana sumber daya manusia dikelola, bagaimana struktur 

organisasi dirancang, bagaimana sistem anggaran dan kinerja disusun, 

serta bagaimana program pemerintah diimplementasikan secara efektif. 

Pertanyaan kuncinya sering berkaitan dengan efisiensi, efektivitas, 

produktivitas, dan reformasi birokrasi. 

Administrasi publik sangat penting dalam memahami “mesin” 

pemerintahan. Namun, ilmu pemerintahan tidak berhenti pada aspek 

manajerial. Ia mengaitkan manajemen organisasi dengan mandat politik, 

kewenangan hukum, serta relasi pemerintah–warga. Dengan demikian, 

administrasi publik dapat dipandang sebagai salah satu komponen 

penting dalam kajian pemerintahan, tetapi bukan keseluruhan kajian 

pemerintahan. 
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3. Ilmu Pemerintahan: Kewenangan, Pelayanan, dan Tata Kelola 

Urusan Publik 

Ilmu pemerintahan memusatkan perhatian pada 

penyelenggaraan urusan publik melalui kewenangan yang sah, dengan 

orientasi pelayanan dan akuntabilitas. Ia mengkaji bagaimana mandat 

politik dan kerangka hukum diterjemahkan menjadi keputusan 

pemerintahan, bagaimana keputusan tersebut diimplementasikan 

melalui organisasi dan jejaring, serta bagaimana dampaknya bagi warga 

dan legitimasi pemerintah. 

Dalam praktik penelitian, ilmu pemerintahan sering bertanya: 

bagaimana desain kewenangan memengaruhi kualitas layanan; 

bagaimana koordinasi antar lembaga mengatasi masalah publik; 

bagaimana partisipasi warga membentuk kebijakan; atau bagaimana 

akuntabilitas bekerja dalam pemerintahan daerah. Pertanyaan-

pertanyaan ini menjadikan ilmu pemerintahan sebagai disiplin yang 

menghubungkan politik, hukum, administrasi, dan masyarakat. 

 

Tabel 1.4. Pembedaan Fokus Ilmu Politik, Ilmu Pemerintahan, dan 

Administrasi Publik 

Dimensi Ilmu Politik Ilmu Pemerintahan Administrasi 
Publik 

Objek forma Kekuasaan dan 
proses politik 

Kewenangan yang sah, 
penyelenggaraan 
urusan publik, relasi 
pemerintah–warga 

Manajemen 
organisasi publik 
dan implementasi 
kebijakan 

Pertanyaan 
khas 

Siapa berkuasa, 
bagaimana 
kekuasaan 
diperebutkan? 

Bagaimana 
kewenangan dijalankan 
dan 
dipertanggungjawabka
n; bagaimana 
layanan/kebijakan 
berdampak pada 
warga? 

Bagaimana 
organisasi publik 
dikelola agar efektif 
dan efisien? 

Fokus 
analisis 

Aktor politik, 
institusi politik, 
perilaku politik 

Proses governing, 
akuntabilitas, 
pelayanan, koordinasi, 
tata kelola 

Struktur organisasi, 
SDM, anggaran, 
kinerja, reformasi 
birokrasi 
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Dimensi Ilmu Politik Ilmu Pemerintahan Administrasi 
Publik 

Ukuran 
keberhasilan 

Stabilitas 
politik, 
representasi, 
dukungan 
publik 

Legitimasi, kualitas 
layanan, nilai publik, 
akuntabilitas 

Efisiensi, efektivitas, 
produktivitas 
organisasi 

Metode 
yang sering 
dipakai 

Survei perilaku 
politik, analisis 
institusi, studi 
partai/pemilu 

Studi kebijakan dan 
pelayanan, studi kasus, 
analisis kelembagaan, 
kombinasi legalistik-
empirik 

Analisis organisasi, 
evaluasi program, 
pengukuran kinerja, 
manajemen publik 

Sumber: diolah penulis 

 

 

H. Implikasi Ontologi Ilmu Pemerintahan terhadap 

Penelitian 

Ontologi bukan pembahasan abstrak yang berhenti pada definisi. 

Ia memiliki implikasi praktis bagi seluruh tahapan penelitian: mulai dari 

memilih topik, merumuskan masalah, memilih teori, menentukan data, 

sampai menentukan metode analisis. Dalam konteks ilmu pemerintahan, 

pengakuan bahwa objek forma berpusat pada relasi kewenangan dan 

pelayanan memberi beberapa konsekuensi metodologis berikut. 

1. Menentukan Fokus Masalah: Kewenangan, Proses, atau 

Dampak Layanan 

Pertama, penelitian pemerintahan sebaiknya secara eksplisit 

menempatkan masalah dalam salah satu (atau kombinasi) fokus: (a) 

desain dan distribusi kewenangan; (b) proses penyelenggaraan 

pemerintahan (governing) seperti koordinasi, implementasi, dan 

pengawasan; dan/atau (c) dampak kebijakan dan pelayanan bagi warga, 

termasuk legitimasi dan kepercayaan publik. 

Sebagai contoh, topik “pelayanan perizinan usaha” dapat 

dirumuskan menjadi masalah kewenangan (tumpang tindih kewenangan 

antar instansi), masalah proses (panjangnya rantai birokrasi dan 

koordinasi), atau masalah dampak (akses layanan yang tidak adil bagi 

pelaku UMKM). Ketiga fokus tersebut akan menghasilkan pertanyaan 

penelitian dan strategi pengumpulan data yang berbeda. 
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2. Memilih Unit Analisis yang Konsisten dengan Relasi 

Pemerintah-Warga 

Kedua, karena relasi pemerintah–warga menjadi pusat analisis, 

peneliti perlu memastikan bahwa unit analisis mencerminkan relasi 

tersebut. Misalnya, jika penelitian membahas legitimasi, data perlu 

mencakup perspektif warga (survei kepercayaan, wawancara penerima 

layanan, analisis pengaduan). Jika penelitian membahas kewenangan, 

data perlu mencakup kerangka hukum, struktur organisasi, serta praktik 

penggunaan kewenangan dalam keputusan nyata. 

Kesalahan yang sering terjadi adalah penelitian mengklaim 

membahas “kualitas pemerintahan”, tetapi hanya menggunakan data 

internal organisasi pemerintah. Dalam ontologi ilmu pemerintahan, 

kualitas pemerintahan tidak dapat dilepaskan dari pengalaman warga 

dan dampak publik. Karena itu, penelitian pemerintahan idealnya 

melibatkan data yang merepresentasikan sisi pemerintah dan sisi warga, 

meskipun proporsinya bisa berbeda sesuai fokus penelitian. 

 

3. Menempatkan Dimensi Legalistik dan Empirik Secara Seimbang 

Ketiga, tindakan pemerintah selalu terkait dengan norma hukum 

(legalistik), tetapi berlangsung dalam kenyataan sosial (empirik). 

Ontologi ilmu pemerintahan menuntut peneliti untuk tidak berhenti pada 

analisis normatif “seharusnya”, dan tidak pula mengabaikan kerangka 

legal yang menjadi dasar kewenangan. Penelitian pemerintahan yang 

kuat biasanya memadukan keduanya: memahami dasar kewenangan dan 

prosedur, sekaligus menguji bagaimana prosedur itu dijalankan dan 

dirasakan. 

Sebagai contoh, dalam penelitian tentang penyaluran bantuan 

sosial, peneliti perlu memahami aturan dan kriteria penerima, 

mekanisme penetapan data, serta pembagian kewenangan antar level 

pemerintahan. Pada saat yang sama, peneliti perlu mengkaji realitas 

lapangan: akurasi data, praktik verifikasi, potensi eksklusi kelompok 

rentan, dan pengalaman warga penerima. 
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4. Contoh Perumusan Masalah Penelitian yang Berangkat dari 

Ontologi Pemerintahan 

Berikut beberapa contoh perumusan masalah yang selaras 

dengan ontologi ilmu pemerintahan (relasi kewenangan dan pelayanan): 

• Bagaimana desain kewenangan layanan administrasi 

kependudukan memengaruhi kecepatan dan keadilan akses 

layanan bagi warga di Kabupaten/Kota X? 

• Mengapa koordinasi antar perangkat daerah dalam penanganan 

banjir di Kota X belum efektif, dan mekanisme pemerintahan apa 

yang dapat memperkuat akuntabilitas lintas sektor? 

• Bagaimana kualitas pelayanan kesehatan primer memengaruhi 

tingkat kepercayaan warga terhadap pemerintah daerah, dan 

faktor kelembagaan apa yang menentukan variasi kualitas 

tersebut? 

• Bagaimana praktik penggunaan diskresi oleh pejabat publik 

memengaruhi kepastian layanan dan persepsi keadilan warga, 

terutama pada layanan perizinan dan bantuan sosial? 

 

5. Menyusun kerangka berpikir awal 

Kerangka berpikir awal (conceptual framework) dalam penelitian 

pemerintahan sebaiknya memperjelas: (a) aktor utama (pemerintah, 

aparatur, warga, mitra nonpemerintah); (b) mekanisme kewenangan 

(aturan, prosedur, koordinasi, diskresi); (c) proses layanan/kebijakan 

(input–proses–output); dan (d) outcome publik (kepuasan, akses, 

keadilan, kepercayaan). Dengan kerangka ini, peneliti dapat memilih 

apakah penelitian akan memakai pendekatan kuantitatif (mengukur 

hubungan antar variabel), kualitatif (memahami proses dan makna), atau 

kombinasi (mixed methods). 

Bab-bab selanjutnya akan membahas paradigma penelitian, cara 

menemukan masalah dan kebaruan, peran teori dan legalistik, serta 

desain kuantitatif dan kualitatif. Namun, seluruhnya akan lebih mudah 

dipahami jika pembaca memegang satu prinsip: metode penelitian 

adalah alat, sedangkan ontologi adalah kompas yang menunjukkan arah 

kajian. 
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I. Rangkuman 

Inti pokok Bab 1 dapat dirangkum sebagai berikut: 

• Ilmu pemerintahan merupakan disiplin ilmu sosial yang 

menelaah penyelenggaraan urusan publik melalui kewenangan 

yang sah, dengan orientasi pelayanan dan akuntabilitas. 

• Objek materia ilmu pemerintahan mencakup realitas negara, 

pemerintahan, kebijakan, birokrasi, pelayanan publik, dan tata 

kelola urusan publik. Objek forma menyoroti relasi pemerintah–

rakyat dalam penggunaan kewenangan untuk mengatur dan 

melayani. 

• Konsep kekuasaan perlu dibedakan dari kewenangan; legitimasi 

dan akuntabilitas menjadi syarat penting agar kewenangan 

diterima dan dijalankan untuk kepentingan publik. 

• Pelayanan publik dan nilai publik menjadi indikator konkret 

kualitas pemerintahan, sekaligus sumber kepercayaan (trust) dan 

legitimasi. 

• Ilmu pemerintahan beririsan dengan ilmu politik dan 

administrasi publik, tetapi memiliki titik berat khas pada 

mekanisme kewenangan, proses governing, dan dampaknya bagi 

warga. 

• Ontologi ilmu pemerintahan memandu penelitian dalam 

menentukan fokus masalah, unit analisis, keseimbangan 

legalistik-empirik, serta penyusunan kerangka berpikir. 
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BAB 2 

FILSAFAT ILMU DAN 

METODOLOGI PENELITIAN 

PEMERINTAHAN 

 

 

 

 

 

A. Pendahuluan 

Bab 1 menegaskan bahwa ilmu pemerintahan memiliki objek 

forma khas: relasi antara yang memerintah dan yang diperintah yang 

diwujudkan melalui kewenangan, pelayanan publik, serta mekanisme 

akuntabilitas. Jika objek dan fokus kajian telah dipahami, pertanyaan 

berikutnya adalah: bagaimana pengetahuan ilmiah tentang 

pemerintahan dibangun secara sahih dan dapat 

dipertanggungjawabkan? 

Pertanyaan itu tidak dapat dijawab hanya dengan memilih teknik 

pengumpulan data atau perangkat analisis statistik. Di balik setiap 

pilihan metode, terdapat asumsi-asumsi filosofis yang kerap tidak 

disadari. Asumsi tersebut menyangkut: (1) apa yang dianggap sebagai 

“realitas” dalam pemerintahan (ontologi); (2) bagaimana peneliti dapat 

mengetahui realitas itu (epistemologi); dan (3) untuk apa pengetahuan 

itu digunakan serta nilai apa yang menyertainya (aksiologi). 

Dalam praktik akademik, banyak kekeliruan metodologis 

berawal dari ketidakselarasan antara asumsi filosofis, rumusan masalah, 

dan metode yang dipilih. Misalnya, peneliti ingin memahami makna 

pengalaman warga terhadap pelayanan publik, tetapi memilih instrumen 
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BAB 3 

MASALAH PENELITIAN DAN 

STATE-OF-THE-ART 

 

 

 

 

 

A. Pendahuluan 

Penelitian pemerintahan tidak dimulai dari pilihan metode, 

melainkan dari masalah. Masalah penelitian berperan sebagai kompas 

yang mengarahkan peneliti untuk menentukan fokus, kerangka teoretis, 

strategi pengumpulan data, serta bentuk analisis yang relevan. Dalam 

praktik akademik, banyak naskah proposal atau skripsi/tesis/disertasi 

tampak rapi secara format, namun rapuh secara substansi karena 

masalahnya kabur: topik terlalu luas, pertanyaan tidak dapat dijawab, 

atau argumen mengulang temuan lama tanpa kebaruan. 

Ilmu pemerintahan memiliki kekhasan karena berurusan dengan 

realitas publik yang kompleks: kewenangan dan relasi kekuasaan, desain 

kelembagaan, kebijakan publik, pelayanan, serta akuntabilitas. 

Kompleksitas ini membuat peneliti sering tergoda untuk “menceritakan 

semua hal” tentang suatu daerah, program, atau lembaga. Padahal, 

penelitian ilmiah menuntut reduksi analitis: menyederhanakan realitas 

secara bertanggung jawab agar dapat dijelaskan, dipahami, atau 

dievaluasi dengan argumen yang dapat dipertanggungjawabkan (Booth, 

Colomb, & Williams, 2008; Creswell & Creswell, 2018). 

Bab ini membahas dua pekerjaan inti yang kerap menentukan 

kualitas penelitian sejak awal. Pertama, bagaimana mengidentifikasi dan 

merumuskan masalah penelitian pemerintahan secara akademik. Kedua, 
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BAB 4 

PERAN TEORI DAN 

LEGALISTIK DALAM ANALISIS 

PEMERINTAHAN 

 

 

 

 

 

A. Pendahuluan 

Dalam penelitian ilmu pemerintahan, dua kata kunci sering hadir 

bersamaan tetapi tidak selalu dikelola secara tepat, yaitu teori dan 

legalistik. Teori membantu peneliti “melihat” pola di balik peristiwa 

pemerintahan, menjelaskan mengapa suatu kebijakan bekerja atau gagal, 

serta menilai hubungan antara aktor, institusi, dan proses. Sementara itu, 

legalistik menempatkan pemerintahan sebagai praktik kewenangan 

publik yang berakar pada norma: apa yang boleh, wajib, dan dilarang, 

serta bagaimana pembagian tugas dan wewenang dibentuk oleh 

peraturan. 

Kekhasan ilmu pemerintahan terutama dalam konteks Indonesia 

terletak pada relasi antara pemerintah dan warga yang dimediasi oleh 

kewenangan dan pelayanan publik (Ndraha, 2003; Syafiie, 2022). Relasi 

ini tidak berdiri di ruang hampa; ia selalu terkait dengan landasan hukum 

(konstitusi, undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, 

peraturan daerah, hingga kebijakan teknis). Oleh karena itu, penelitian 

pemerintahan yang mengabaikan kerangka hukum berisiko kehilangan 

konteks paling mendasar: dari mana kewenangan berasal, apa tujuan 

normatifnya, dan batas-batas apa yang ditetapkan oleh hukum. 
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BAB 5 

METODE PENELITIAN 

KUANTITATIF DALAM 

PEMERINTAHAN 

 

 

 

 

A. Pendahuluan 

Penelitian kuantitatif merupakan salah satu pilar utama dalam 

tradisi ilmu sosial modern. Dalam ilmu pemerintahan, pendekatan ini 

digunakan untuk mengukur fenomena pemerintahan yang dapat 

dinyatakan dalam angka misalnya kepuasan layanan publik, tingkat 

kepercayaan warga, kinerja organisasi perangkat daerah, indeks 

transparansi, efektivitas program, atau variasi partisipasi warga pada 

level lokal. Melalui pengukuran yang terstandar, penelitian kuantitatif 

memungkinkan peneliti melakukan generalisasi, membandingkan 

antarwilayah/antarwaktu, serta menguji hubungan antarkonsep secara 

terkontrol. 

Namun demikian, pemerintahan bukan sekadar kumpulan angka. 

Ia adalah arena relasi kewenangan, norma, institusi, dan praktik yang 

kerap kompleks serta sarat nilai. Karena itu, penelitian kuantitatif dalam 

pemerintahan perlu dirancang secara cermat agar tidak terjebak pada 

reduksionisme yakni menyederhanakan realitas pemerintahan hanya 

menjadi indikator-indikator yang terukur, tanpa memahami konteks 

kelembagaan dan legalistik yang melingkupinya. Bab ini menjelaskan 

bagaimana pendekatan kuantitatif dapat digunakan secara tepat: mulai 

dari landasan filosofi, desain penelitian, penyusunan variabel dan 
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BAB 6 

METODE PENELITIAN 

KUALITATIF DAN STUDI 

KASUS 

 

 

 

 

A. Pendahuluan 

Penelitian pemerintahan berhadapan dengan realitas yang tidak 

selalu dapat direduksi menjadi angka. Keputusan publik, pelayanan, 

kepatuhan terhadap aturan, tata kelola organisasi, serta relasi 

pemerintah-warga mengandung makna, pengalaman, dan penafsiran 

yang sangat dipengaruhi oleh konteks. Dalam situasi seperti itu, 

pendekatan kualitatif menjadi penting karena memungkinkan peneliti 

memahami fenomena pemerintahan dari dalam: bagaimana aktor 

memberi arti pada tindakan, bagaimana prosedur dipraktikkan, dan 

bagaimana kekuasaan serta norma bekerja dalam keseharian birokrasi. 

Metode kualitatif dalam ilmu pemerintahan tidak berarti 

menolak ukuran atau generalisasi secara total. Ia lebih menekankan 

bahwa sebelum mengukur, peneliti sering perlu memastikan apa yang 

sebenarnya diukur, bagaimana suatu konsep hadir dalam praktik, dan 

faktor kontekstual apa yang membentuk perilaku aparatur maupun 

warga. Dengan demikian, penelitian kualitatif dapat berfungsi sebagai 

eksplorasi awal, pendalaman penjelasan, atau penguatan interpretasi 

terhadap temuan kuantitatif. Dalam banyak tema pemerintahan, 

kualitatif bahkan menjadi pendekatan utama karena pertanyaan 

penelitiannya bersifat “bagaimana” dan “mengapa”, bukan sekadar 

“berapa”. 
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BAB 7 

TEKNIK PENGUMPULAN DAN 

ANALISIS DATA LAPANGAN 

 

 

 

 

A. Pendahuluan 

Penelitian lapangan dalam ilmu pemerintahan menuntut 

ketelitian metodologis sekaligus kepekaan institusional. Peneliti tidak 

hanya berhadapan dengan “fakta” sosial, melainkan juga dengan struktur 

kewenangan, prosedur formal, serta relasi kuasa yang membentuk akses 

terhadap data. Di kantor pemerintahan, misalnya, dokumen kerap 

dianggap sebagai “milik organisasi”; wawancara dapat dipengaruhi 

hierarki jabatan; dan observasi terhadap pelayanan publik sering 

dipagari aturan internal serta protokol keamanan. Oleh karena itu, 

kompetensi kerja lapangan tidak cukup dipahami sebagai keterampilan 

teknis (misalnya membuat pedoman wawancara), tetapi harus 

dipadukan dengan pemahaman tentang etika, legalitas, dan strategi 

membangun kepercayaan. 

Bab ini membahas teknik pengumpulan data lapangan yang lazim 

digunakan dalam penelitian pemerintahan wawancara, observasi, 

dokumentasi/arsip, dan survei serta cara menganalisisnya secara 

terintegrasi. Pembahasan menempatkan data lapangan dalam konteks 

karakteristik studi pemerintahan: adanya kerangka regulasi, unit analisis 

yang seringkali berbasis organisasi atau kebijakan, serta keterlibatan 

aktor negara dan nonnegara yang bekerja dalam jejaring tata kelola. 

Dengan demikian, bab ini diharapkan membantu pembaca menyusun 

prosedur lapangan yang sistematis, aman, dan menghasilkan temuan 

yang kredibel. 
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